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Global warming has impacted agriculture sector in many ways, such as
increasing the intensity of flooding, especially in river basins area. This research
aims to analyze the level of mitigation of lowland rice farmer households
affected by flooding from a socio-economic, sociological, and spatial perspective
in the Citanduy river basin. Data were gained through surveys done to 306
respondents, selected with proportional random sampling technique, and in-
depth interview done with key informan including farmers’ group leaders,
village elders, and government representatives. Data were analysed by
descriptive statistic approach. The results show that the level of mitigation for
farmer households is in the medium category (3.29), which is influenced by the
altitude of the residential location. The lower the elevation, the higher the level
of mitigation. Farmers prioritize non-structural mitigation (3.04) over
structural mitigation (3.16). This research suggests collaboration from various
related parties, from farmer groups to policy makers in designing, developing,
and implementing both structural and non-structural mitigation efforts.

Pemanasan global telah memberikan dampak pada pertanian, salah satunya
peningkatan intensitas banjir khususnya di daerah aliran sungai. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tingkat mitigasi rumah tangga petani padi sawah
yang terdampak banjir dilihat dari perspektif sosial ekonomi, sosiologi, dan
spasial di daerah aliran sungai citanduy. Data diperoleh melalui survey terhadap
306 orang responden petani yang tersebar di lokasi studi yang dipilih dengan
teknik proportional random sampling, serta melalui wawancara mendalam
yang dilakukan dengan para informan kunci yang terdiri dari ketua kelompok
tani, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat. Data dianalisis
dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat mitigasi rumah tangga petani termasuk kategori
sedang (3,29), yang dipengaruhi oleh tingkat ketinggian lokasi pemukiman.
Semakin rendah elevasi, maka semakin tinggi tingkat mitigasinya. Para petani
lebih mementingkan mitigasi non struktural (3,04) dibandingkan dengan
mitigasi struktural (3,16). Penelitian ini menyarankan kolaborasi dari berbagai
pihak terkait dari mulai kelompok tani hingga ke pemangku kebijakan dalam
merancang, mengembangkan, dan menerapkan upaya-upaya mitigasi baik
stuktural maupun non struktural.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang
didukung dengan keunikan faktor cuaca dan iklim.
Kondisi ini menjadikan sebagian besar penduduk
Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian.
Pertanian merupakan sektor yang rentan dengan
berbagai resiko salah satunya adalah perubahan iklim
(Ashraf er al, 2021). Akhir-akhir ini iklim di
Indonesia mengalami perubahan dan sulit diprediksi
dalam waktu yang relatif singkat. Dampak dari
perubahan iklim ini akan menyebabkan penurunan
produksi pangan vyang berpengaruh langsung
terhadap kesejahteraan petani (Rasmikayati dkk.,
2020). Disamping itu, Indonesia dikenal sebagai
wilayah ring of fire yang memiliki potensi bencana.
Dari segala potensi dan tantangan yang ada, Indonesia
harus tetap mempertahankan keberlangsungan hidup
masyarakatnya dan memerlukan upaya pengurangan
resiko.

Total kejadian bencana alam yang dicatat oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
pada tahun 2021 sebanyak 3.092 kasus, dengan
wilayah paling banyak mengalami peristiwa bancana
alam ialah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur
(Santoso dkk., 2019). Jawa barat memiliki kejadian
bencana sebanyak 768 peristiwa. Salah satu bencana
yang sering terjadi di Jawa Barat ialah bencana banjir
sebanyak 215 kali kejadian. Disamping banyaknya
risiko bencana, Jawa Barat dikenal memiliki potensi
sumber daya pertanian sebagai lumbung pangan
nasional. Jawa Barat merupakan provinsi ke tiga di
Indonesia yang memiliki produksi beras terbanyak
setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun
2019-2021 provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata
produksi padi sebesar 9 juta ton (BPS, 2023).
Tingginya bencana dapat memengaruhi kerawanan
pangan yang tidak hanya disebabkan oleh tekanan
penduduk terhadap kebutuhan pangan saja, namun
juga oleh permasalahan kebencanaan yang makin
sering muncul saat ini.

Wilayah Priangan Timur dan Kabupaten
Pangandaran menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat
yang memiliki jumlah kejadian bencana yang cukup
tinggi salah satunya banjir yang berdampak pada
produksi pertanian khususnya padi sawah. Priangan
Timur dan Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah
sebagai produsen padi di Jawa Barat. Menurut Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah  Kabupaten
Pangandaran (2020), Kabupaten Pangandaran telah
dilanda bencana banjir sebanyak 1.890 kasus
sepanjang tahun 2014-2019. Ketika mitigasi bencana
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tidak berjalan dengan optimal, masyarakat yang
menghadapi suatu bencana perlu bergerak secara
dinamis dan adaptif dalam menyiasati dampak yang
akan muncul sehingga kehidupan masyarakat dan
bermasyarakat akan tetap berjalan.

Priangan Timur dan Kabupaten Pangandaran
teraliri oleh aliran Sungai Citanduy yang menjadikan
salah satu faktor adanya potensi banjir khususnya
pada lahan padi sawah. Definisi lain banjir yakni,
peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu
daerah atau daratan karena volume air yang
meningkat (Musdah & Husein, 2014; Latif dkk., 2020).
Hujan dengan curah yang tinggi dapat menyebabkan
banjir. Bencana banjir dapat menyebabkan kerugian
ekonomi dan kerugian aktivitas keseharian bagi
masyarakat, sehingga kegiatan yang biasa dilakukan
dapat terhambat karena adanya bencana banjir atau
bencana yang lainnya.

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan
mitigasi bencana, agar ketika musim hujan datang
dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologis.
Penanganan bencana banjir ini tentunya tidak hanya
berupa bantuan fisik, melainkan memberikan
penyuluhan dan pembekalan terhadap masyarakat
mengenai  bencana. harus  bisa
mengantisipasi risiko banjir yang akan berdampak
pada kerugian ekonomi dan ketahanan pangan.
Bentuk mitigasi ini memerlukan kemampuan dan
pengetahuan petani. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Aditya et al (2020) yang menunjukkan

Masyarakat

bahwa mekanisme penanggulangan bencana longsor
didasarkan pada pengetahuan lokal petani. Menurut
Saptutyningsih dan Dewanti (2021), petani merespon
mitigasi perubahan iklim berdasarkan pengetahuan
dan pengalamannya setelah sekian lama mereka
melakukan kegiatan usaha taninya. Berdasarkan latar
belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis tingkat mitigasi rumah tangga petani
padi sawah
pengembangan Priangan Timur dan Pangandaran,

terdampak banjir di wilayah
Provinsi Jawa Barat dengan perspektif sosial ekononi,
sosiologi, dan spasial.

BAHAN DAN METODE

Metode riset yang digunakan adalah metode
kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Metode kuantitatif digunakan dalam mengolah data-
data angka tabular dan berbagai data numerik yang
kemudian dideskripsikan dan ditunjang oleh berbagai
fakta lapangan serta kajian-kajian yang terkait
(Priadana & Sunarsi, 2021). Jenis data yang digunakan
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adalah data sekunder dan primer. Adapun teknik
pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi
kepustakaan, dengan mempelajari, menelaah, serta
menganalisis dari sumber-sumber literatur berupa
data statistik dari publikasi BPS, perangkat daerah di
provinsi, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan
dengan penelitian.

Pemilihan  lokasi  penelitian  diambil
berdasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Barat
merupakan salah satu provinsi yang terdampak
bencana alam nasional yang cukup tinggi, khususnya
didominasi banjir.
responden yaitu petani yang didasarkan kepada
teknik Cluster Random Sampling. Terpilih tiga
kabupaten sebagai lokasi penelitian, yaitu Kabupaten

oleh bencana Penentuan

Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran. Selanjutnya
dari setiap Kabupaten dipilih satu kecamatan dan
setiap kecamatan dipilih dua desa. Jumlah sampel
responden petani ditentukan secara proposional
random sampling yaitu sebanyak 306 responden
petani, dengan rincian 49 responden di Kecamatan
Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, 114 responden di
Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, dan 134
responden di Kecamatan Padaherang Kabupaten
Pangandaran.

Data yang diperoleh dari lapangan melalui
kuesioner merupakan data skala ordinal yang
kemudian ditransformasi ke data kuantitatif menjadi
skala interval menggunakan Method of Successive
Interval (MSI). MSI merupakan metode untuk
menaikkan skala ordinal menjadi skala interval. MSI
memungkinkan konversi data ordinal menjadi data
interval dengan cara memberikan nilai interval antara
kategori-kategori Metode sangat
bermanfaat terutama dalam penelitian yang memiliki
data dalam bentuk kategorisasi, seperti data nominal
dan ordinal. Kuantifikasi data menjadi data adalah
langkah penting dalam analisis statistik, karena

ordinal. ini

statistik hanya dapat memproses data berupa angka
(Santoso, 2010). Oleh karena itu, dalam penelitian ini,
setelah dilakukan kuantifikasi data dari skala ordinal
ke skala interval, data kemudian diolah dan dilakukan
pembobotan ke dalam lima kategorisasiyang
selanjutnya  diinterpretasikan = dan  dianalisis
berdasarkan fakta lapangan serta ditunjang dengan
kajian-kajian terkait untutk mendukung statement
yang diungkapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan konsep mitigasi
dari Urbanus dkk. (2021) dan Triana dkk. (2017),

Tingkat Mitigasi Rumah Tangga ...

pencegahan atau mitigasi adalah suatu proses yang
dirancang untuk mencegah atau meminimalkan risiko
yang berhubungan dengan bencana. Kegiatan mitigasi
meliputi identifikasi risiko dan mengambil langkah
yang tepat untuk mengurangi hilangnya nyawa dan
harta benda. Pencegahan bersifat menyeluruh dengan
melihat  kegiatan fisik dalam pembangunan
pengendali banjir di wilayah sungai maupun sekitar
yang terdampak banjir atau dataran banjir (struktural)
maupun kegiatan non-fisik bersifat pengelolaan
sistem kebijakan rencana penanggulangan bencana.
Selanjutnya, Aryal er al (2020) dan BNPB (2017)
menjelaskan bahwa mitigasi merupakan sebuah
langkah yang diambil secara independen dari situasi
darurat dan terbagi menjadi dua yaitu mitigasi
struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi
struktural merupakan upaya dalam meminimalkan
bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik
menggunakan teknologi, seperti membuat waduk
untuk mencegah banjir. Mitigasi non struktural
merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak
bencana melalui kebijakan dan peraturan misalnya
Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB),
pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang
berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat
(Yuniartanti, 2018). Mitigasi di wilayah terdampak
banjir adalah sebuah wupaya untuk mengurangi
dan/atau menghentikan dampak negatif (kerugian)
yang dikhawatirkan terjadi. Mitigasi merupakan
tindakan preventif dengan melibatkan berbagai pihak
demi mengurangi risiko yang dikhawatirkan akan
terjadi.

Gambar 1 menunjukkan bahwa
mitigasi di tiap wilayah penelitian yang meliputi
Kabupaten Tasikmalaya (Kec. Sukaresik) yang berada
di bagian hulu DAS Citanduy, Kabupaten Ciamis
(Kec. Lakbok) yang berada di bagian tengah DAS
Citanduy, (Kec.
Padaherang) yang berada di bagian hilir DAS

tingkat

dan Kabupaten Pangandaran
Citanduy termasuk dalam kategoti Sedang (milai:
3,29). Hal ini menunjukkan bahwa petani terdampak
banjir menganggap mitigasi di wilayah masing-
masing  sudah  dilakukan namun  belum
memaksimalkan dalam bentuk pelaksanaannya.
Mitigasi perlu dilakukan secara struktural dan non
struktural agar dapat tercapat secara optimal dan
berimbang dalam penerapannya. Mitigasi antara
struktural dan non struktural di wilayah penelitian
masih belum berimbang penerapannya. Bentuk
mitigasi pada lokasi penelitian ini, secara keseluruhan
lebih cenderung menggunakan bentuk mitigasi non
struktural (nilai: 3,40). Mitigasi non struktural
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menurut persepsi petani lebih mudah dilakukan dilakukan dengan keterlibatan pihak yang banyak dan
karena tidak banyak melibatkan banyak pihak dan cenderung sulit untuk dilakukan.

mudah untuk dilakukan. Mitigasi struktural perlu

Mitigasi

0,00 0,50 1,00 1,50

2,00
Kec. Sukaresik ™ Kec. Lakbok M Keseluruhan

2,85 47

3,00 3,50
B Kec. Padaherang

2,50 4,00

Keterangan: x < 2,469 (Sangat Rendah), 2,469 < x < 2,892 (Rendah), 2,892 < x < 3,314 (Sedang), 3,314 < x < 3,737 (Tinggi),

dan x > 3,737 (Sangat Tinggi)
Gambar 1. Tingkat mitigasi banjir.

Mitigasi di Kabupaten Pangandaran (Kec. Padaherang) berada pada tingkat mitigasi yang Tinggi (nilai:
3,47) dibanding dua kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan petani di wilayah Pangandaran menyadari bahwa
daerah mereka memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga diperlukan tingkat mitigasi untuk mengurangi
risiko tersebut. Mitigasi yang dilakukan di Kabupaten Pangandaran mencakup mitigasi struktural dan non
struktural. Pada tingkatan petani, kedua bentuk mitigasi tersebut sudah dilakukan dengan baik. Menurut
persepsi petani, mitigasi tersebut perlu campur tangan dari berbagai pihak terkait terutama pada mitigasi
struktural seperti pembangunan tanggul yang lebih kokoh, pengurangan tingkat sedimentasi dan perluasan
volume penampungan sungai, dan pengaturan laju aliran air sungai. Berbagai aparat dan pihak-pihak
terkaitpun perlu ikut serta dalam penanggulangan bencana (Kementerian PUPR, 2017).

Mitigasi

60,00
v 50,00
3 40,00
g 30,00
E 20,00
A~y 10,00
0,00 _S —
angat
Rendah Rendah
W Kec. Lakbok 2,44 8,94
M Kec. Padaherang 0,00 14,93
Kec. Sukaresik 8,16 55,10
W Keseluruhan 2,29 18,95

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Sedang Tinggi "Sfili;
54,47 17,89 16,26
26,12 23,88 35,07
30,61 4,08 2,04
38,24 18,30 22,22

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 2. Tingkat mitigasi banjir menurut persepsi petani padi sawah terdampak banjir di Priangan Timur.

Selanjutnya, mitigasi di Kabupaten
Tasikmalaya (Kec. Sukaresik) berada pada tingkatan
Rendah (nilai: 2,85). Hal ini didasari bahwa menurut
persepsi petani, bentuk mitigasi secara struktural
tidak berjalan secara optimal bahkan menjadi

penyebab terjadinya banjir. Pembangunan tanggul

yang awalnya sebagai penahan limpasan air dari
sungai ke daratan menjadi penahan air dari daratan
untuk kembali ke aliran sungai. Hal tersebut terjadi
karena saluran drainase air banjir tidak mengaliri air
banjir akibat terhalang oleh bangunan tanggul
tersebut. Selain itu, penggundulan hutan di daerah
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hulu juga menjadi penyebab daya serap air hujan
berkurang. Selain itu, dalam mitigasi non struktural
menurut persepsi petani jarang dilakukannya
pelatihan atau sosialisasi bagaimana cara bertani padi
sawah di daerah rawan banjir. Sementara itu, mitigasi
di Kabupaten Ciamis (Kec. Lakbok) berada pada
tingkatan Sedang (nilai: 3,28). Menurut petani di
Kabupaten Ciamis sudah adanya pembangunan pintu
air sehingga banjir pada lahan sawah tidak tertahan
dalam durasi yang lama. Namun untuk saluran air dan
sedimentasi di Kabupaten Ciamis masih menjadi
masalah yang dihadapi oleh petani disana. Menyadari
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hal itu, petani di Kabupaten Ciamis meningkatkan
pengetahuan dan pelatihan mengenai budidaya pada
lahan banjir seperti yang sudah dijelaskan bahwa
mitigasi struktural adalah salah satu bentuk mitigasi
yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
mitigasi di DAS Citanduy semakin ke hilir semakin
tinggi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa
pentingnya mitigasi didasari oleh kesadaran akan
adanya bencana yang menghantui. Hasil penelitian
(Sriharini, 2010) yang menyatakan bahwa masyarakat
harus membangun kesadaran dalam menghadapi
bencana.

I 0 cs

Mitigasi Struktural

0,00

M Sukaresik

Gambar 3. Bentuk mitigasi yang digunakan di lokasi penelitian.

Mitigasi Non Struktural 3,65
3,42
3,40
I 525
3,06
3,11
3,16
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Padaherang ™ Lakbok M Keseluruhan
mitigasi secara non struktural. Hal tersebut

Pada Gambar 3 disajikan hasil yang menarik
jika dilihat bahwa Kecamatan Sukaresik (Kabupaten
Tasikmalaya) memiliki nilai terendah (nilai: 2,68)
dalam bentuk mitigasi non struktural namun
memiliki nilai tertinggi (nilai: 3,25) dalam bentuk
mitigasi struktural jika dibandingkan dengan wilayah
lain dan keseluruhan. Hal itu didasari atas persepsi
petani terhadap Dbentuk-bentuk mitigasi non
struktural jarang dilakukan di daerahnya namun
bentuk-bentuk mitigasi struktural sudah nyata
bentuknya meskipun hasilnya tetap belum maksimal.
Kecamatan Lakbok lebih

cenderung melakukan mitigasi struktural.

(Kabupaten Ciamis)
non
Mitigasi secara struktural pada saat ini sudah mulai
dilakukan dengan menambahkan pintu air sehingga
air akan lebih mudah untuk keluar. Namun petani
lebih memaksimalkan mitigasi non struktural seperti
sosialisasi dan pelatihan. Hariyadi (2013) menjelaskan
bahwa pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan masyarakat. Sama halnya dengan
Kabupaten  Ciamis, Kabupaten  Pangandaran
(Kecamatan Padaherang) lebih cenderung melakukan

dikarenakan mitigasi secara struktural sulit untuk
dilakukan terlebih lagi kontur lahan sawah mereka
yang cekung sehingga menyulitkan pembangunan
secara mitigasi. Akses melakukan mitigasi non
struktural pun lebih mudah dijangkau oleh petani.
Pendidikan yang mudah diakses dapat meningkatkan
mutu masyarakat seperti yang dijelaskan oleh
Kemdikbud (2018) mengenai akses pendidikan yang
mudah dijangkau akan sejalan dengan mutu tingkat
Pendidikan di wilayah tersebut.

Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural, didefinisikan sebagai usaha
pengurangan risiko yang dilakukan melalui
pembangunan atau perubahan lingkungan fisik
melalui penerapan solusi yang dirancang. Upaya ini
mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah
pengaturan, dan kode bangunan, relokasi, modifikasi
struktur, konstruksi tempat tinggal masyarakat,
konstruksi  pembatas sistem  pendeteksi,
fisik, pemulihan,

atau

modifikasi sistem dan
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penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan
hidup (BNPB, 2017). Penelitian ini menggunakan
penilaian mitigasi struktural berdasarkan Urbanus
dkk. (2021) dan Triana dkk. (2017) yakni meliputi
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pembuatan tanggul, pengaturan laju aliran air,
menjaga dan membersihan ekosistem, pencegahan
sedimentasi, dan rehabilitasi infrastruktur penahan
aliran air.

3’06 _

2,95 3,00 3,05 3,10

Kec. Sukaresik W Kec. Lakbok M Keseluruhan

3,15 3,20 3,25

B Kec. Padaherang

3,30

Keterangan: x < 2,469 (Sangat Rendah), 2,469 < x < 2,892 (Rendah), 2,892 < x < 3,314 (Sedang), 3,314 < x < 3,737 (Tinggi),

dan x > 3,737 (Sangat Tinggi)
Gambar 4. Grafik tingkat mitigasi struktural.

di
untuk  mengurangi

Mitigasi  struktural wilayah  banjir
dibutuhkan risiko  yang
dikhawatirkan terjadi dalam hal rekayasa teknis,
infrastruktur, dan bangunan. Hal tersebut diharapkan
agar tidak memberikan dampak yang merugikan
apabila bencana tersebut terjadi. Pada Gambar 4
ditunjukkan tingkat mitigasi struktural tertinggi
berada di Kabupaten Pangandaran (Kec. Padaherang).
Namun demikian, pada Tabel 1 disajikan bahwa
tingkat mitigasi struktural di setiap wilayah penelitian
berada pada kategori Sedang. Mitigasi Struktural
menurut petani padi sawah di Priangan Timur berada
pada kategori Sedang (49,67%) seperti yang tersaji
pada Gambar 5. Mitigasi struktural yang dilakukan di
Priangan Timur belum dinilai maksimal manfaatnya
oleh petani. Meskipun dalam bentuknya sudah
tersedia, namun petani masih merasa belum cukup

dan perlu ditingkatkan lagi. Adapun mitigasi
struktural di lokasi penelitian perlu dilakukan oleh
berbagai pihak karena menyangkut dengan tata ruang
dan lingkungan serta DAS Citanduy itu sendiri.

Tabel 1. Tingkat mitigasi struktural tiap wilayah
penelitian

Mitigasi Struktural

Wilayah Nilai Kriteria
Kec. Sukaresik 3,06 Sedang
Kec. Lakbok 3,11 Sedang
Kec. Padaherang 3,25 Sedang
Keseluruhan 3,16 Sedang

Keterangan: x < 2,469 (Sangat Rendah), 2,469 < x < 2,892 (Rendah),
2,892 < x < 3,314 (Sedang), 3,314 < x < 3,737 (Tinggi),
dan x > 3,737 (Sangat Tinggi)

60,00
o 50,00
3 40,00
§ 30,00
] 20,00
A 10,00 I I
0,00 || - . —
Sangat Rendah Sedan, Tinggi Sangat
Rendah 8 88 Tinggi
M Kec. Lakbok 4,88 12,20 52,03 29,27 1,63
M Kec. Padaherang 0,00 8,96 50,75 39,55 0,75
Kec. Sukaresik 2,04 32,65 40,82 22,45 2,04
B Keseluruhan 2,29 14,05 49,67 32,68 1,31

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 5. Tingkat mitigasi struktural menurut persepsi petani padi sawah terdampak banjir di Priangan

Timur.
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Bentuk mitigasi struktural dalam penelitian ini
meliputi komponen rehabilitasi infrastruktur,
pencegahan  sedimentasi, menjaga ekosistem,
pengaturan laju air dan tanggul. Komponen mitigasi
struktural yang dipersepsikan petani lebih penting
atau bermanfaat yaitu pencegahan sedimentasi dan
rehabilitasi infrastruktur. Khususnya pada bentuk
yang berhubungan langsung dengan sungai dan

Rehabilitasi Infrastuktur

Pencegahan Sedimentasi

Menjaga Ekosistem

Pengaturan Laju Air

Tanggul

0,00 050

1,00

M Sukaresik M Padaherang

Tingkat Mitigasi Rumah Tangga ...

pengaturan airnya. Sedimentasi terjadi di wilayah
Priangan Timur dari hulu sampai hilir. Terjadi
penyempitan saluran air sungai sehingga hal tersebut
menjadi poin penting menurut petani. Selanjutnya,
setelah  mengurangi  sedimentasi, diperlukan
rehabilitasi infrastruktur agar bangunan pencegah

banjir berfungsi sebagaimana mestinya.

1,50 2,00 2,550 3,00 3,50 4,00

B Lakbok M Keseluruhan

Gambar 6. Bentuk mitigasi struktural yang digunakan di lokasi penelitian.

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa seluruh
wilayah dari hulu sampai hilir menginginkan
pencegahan sedimentasi yaitu berupa pengerukan dan
pelebaran Petani menyadari bahwa
penyumbatan air yang tidak diperbaiki akan terasa
sia-sia jika melakukan bentuk mitigasi struktural
lainnya hal
pentingnya.

sungai.

meskipun semua tersebut sama

Tanggul

Tanggul merupakan salah satu pendukung
utama dalam mengatasi banjir dan rob. Sebagai dari
salah satu kepentingan bagi sistem pengendalian
banjir, tanggul memberikan nilai yang tak kalah
penting dalam meningkatkan perkembangan kegiatan
sosial dan wilayah. Tanggul adalah suatu konstruksi
yang gunanya untuk melindungi warga yang tinggal
di pesisir pantai atau di pinggiran sungai dari
datangnya banjir dan rob (Ghonim etz al, 2022). Secara

umum, suatu tanggul berfungsi untuk mencegah
banjir di dataran yang dilindungi. Dalam perencanaan
dan  perancangan suatu tanggul sebaiknya
mempertimbangkan fungsi kebutuhan
penanggulangan banjir, dan juga persyaratan teknis
serta estetika meliputi: fungsi dan manfaat, kondisi
lokasi, jenis konstruksi, biaya konstruksi,
pelaksanaan pekerjaan (Benson er al, 2018).
Gambar 7 memperlihatkan bahwa tanggul di
Kabupaten Tasikmalaya menurut persepsi petani
mayoritas menilai sedang (65,31%) karena tanggul
tersebut dapat menahan air dari sungai ke daratan,
namun di sisi lain, air yang hendak keluar dari daratan

dan

menuju sungai terhambat oleh tanggul tersebut.
Sementara itu, kondisi tanggul di Kabupaten Ciamis
dan Pangandaran dapat dikatakan sudah sesuai namun
belum optimal dalam fungsinya karena kedua daerah
tersebut lebih sering dilanda banjir dan volume debit
air di kedua daerah tersebut juga lebih besar
dibandingkan di Kabupaten Tasikmalaya.
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M Kec. Lakbok 21,95 24,39
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Sedang Tinggi ,SSEE;
13,01 17,89 22,76
13,43 35,07 19,40
65,31 16,33 12,24
21,57 25,16 19,61

Kec. Sukaresik M Keseluruhan

Gambar 7. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap bangunan tanggul di Priangan Timur.

Pengaturan Laju Aliran Air

Pengaturan laju aliran air di Kabupaten Ciamis
dan Kabupaten Pangandaran tergolong cukup tinggi
(Gambar 8). Hal tersebut karena air di bagian tengah
dan hilir perlu diatur sedemikian rupa agar dapat terus
teraliri dengan baik. Di bagian tengah DAS Citanduy
sudah terdapat bendungan Manganti dan Bendungan
Leuwikeris. Dengan demikian, pengaturan air sudah
cukup baik, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya
pengaturan laju air terhitung rendah (61,22%). Hal
tersebut dikarenakan tidak adanya pintu air yang

70,00
) 60,00
@ 50,00
= 40,00
2 30,00
g 20,00 I
i MA madl
angat
Rendah Rendah
W Kec. Lakbok 35,77 14,63
M Kec. Padaherang 17,16 10,45
Kec. Sukaresik 4,08 61,22
M Keseluruhan 22,55 20,26

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

layak karena tersendat oleh sampah dari masyarakat
setempat. Oleh karena itu persepsei petani mengenai
pengaturan laju aliran sebagai mitigasi struktual
sangat beragam hal ini dikarenakan adanya perbedaan
karakteristik wilayah (Peng er al, 2020). Strategi
adaptasipun dapat berbeda di setiap wilayah karena
setiap wilayah memiliki tingkat bahaya yang berbeda,
memiliki lingkungan geografi yang berbeda, dan
jumlah populasi yang terdampak juga berbeda. Pada
penelitian ini, karakteristik wilayah dibedakan dari
posisi wilayah dengan DAS Sungai Citanduy baik itu
bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir sungai.

Sedang Tinggi i:ig;
16,26 2,44 30,89
17,91 8,21 46,27
14,29 12,24 8,16
16,67 6,54 33,99

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 8. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap pengaturan laju aliran air di Priangan Timur.

Menjaga Ekosistem

Ardoin et al (2023) menjelaskan bahwa
ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dan lingkungannya. Pada Gambar 9,
secara keseluruhan menilai bahwa menjaga stabilitas
ekosistem di wilayah masing-masing ada di titik

Sedang. Petani menyadari bahwa lingkungan tempat
mereka bertani tidak dalam kondisi yang ideal. Pada
aliran sungai masih terdapat sampah tergenang
sehingga dapat menyumbat laju aliran air. Sementara
itu, tanaman serapan air hujan di daerah mereka juga
sudah tidak sebaik dulu. Dari keseluruhan wilayah,
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petani menilai bahwa di daerah masing-masing masih
kurang daerah serapan air hujan. Setidaknya, hal
tersebut menjadi upaya untuk menghambat air hujan

Tingkat Mitigasi Rumah Tangga ...

menjelaskan bahwa tanaman tenutup tanah dapat
menegah erosi karena tanaman dapat memecah air
hujan dan menyerap air hujan.

yang mengalir ke sungai. Budiwati (2014)
50,00
2 40,00
b= 30,00
il il
10,00 I I
Sangat L Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
M Kec. Lakbok 21,14 34,96 22,76 17,07 4,07
M Kec. Padaherang 11,19 31,34 30,60 23,88 2,99
Kec. Sukaresik 8,16 24,49 40,82 22,45 4,08
B Keseluruhan 14,71 31,70 29,08 20,92 3,59

B Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Kec. Sukaresik B Keseluruhan

Gambar 9. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap menjaga ekosistem di Priangan Timur.

Pencegahan Sedimentasi

Sedimentasi merupakan suatu pengendapan
material pada sungai yang disebabkan oleh longsoran
yang dibawa oleh air sungai (Aditya et al, 2020).
Keseluruhan petani menilai bahwa pencegahan
sedimentasi saluran air sangatlah penting. Dari hasil
penilaian petani tersebut (Gambar 10) ditunjukkan
bahwa lebih dari 50% petani menilai dalam kategori
Tinggi dan Sangat Tinggi. Sedimentasi saluran sungai
menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi.

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
mengalami  sedimentasi, pendangkalan,
penyempitan saluran air sehingga volume sungai tidak

dan

sebanding dengan debit air maksimal yang mengaliri
sungai Di
sedimentasi terjadi di bagian hilir DAS Citanduy
sehingga air yang seharusnya terbuang ke lautan,
menjadi terhambat lajunya sehingga air tertahan di
daerah hilir.

tersebut. Kabupaten Pangandaran,

50,00
& 40,00
= 30,00
% 20,00
3 10,00 n I
Sangat L. Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi
B Kec. Lakbok 2,44 7,32 17,07 26,83 46,34
B Kec. Padaherang 13,43 4,48 15,67 37,31 29,10
Kec. Sukaresik 10,20 14,29 24,49 12,24 38,78
W Keseluruhan 8,50 7,19 17,65 29,08 37,58

B Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Kec. Sukaresik B Keseluruhan

Gambar 10. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap pencegahan sedimentasi di Priangan Timur.

Rehabilitasi Infrastruktur

Infrastruktur bangunan pengurang risiko
banjir seperti tanggul, pintu air, dan siphon perlu
dirawat dan dijaga dengan baik agar fungsinya dapat
berjalan seperti seharusnya. Secara keseluruhan

menilai Sangat Tinggi (39,22%). Hal tersebut
dikarenakan fungsi infrastruktur yang sudah ada perlu
diperbaiki dan dirawat dengan semestinya. Kabupaten
Pangandaran memiliki kendala di bagian pintu air dan
tanggul sehingga menurut mereka sangatlah penting
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(nilai: 52,99%). Hal itu dinilai oleh petani bahwa
tanggul dan pintu air sudah tidak terawat. Tanggul
yang seharusnya dapat menahan air keluar saluran

Tingkat Mitigasi Rumah Tangga ...

sungai seringkali tidak kuat menahan debit air
sehingga air limpas ke lahan sawah.

60,00
Y 50,00
s 40,00
g 30,00
g 20,00
< oo gfg HIEE HafD wnlis
0,00 S- i s
angat L angat
Rendah d T
Rendah enda Sedang inggi Tinggi
W Kec. Lakbok 14,63 17,89 21,14 10,57 35,77
B Kec. Padaherang 5,22 17,91 11,19 12,69 52,99
Kec. Sukaresik 32,65 16,33 22,45 18,37 10,20
W Keseluruhan 13,40 17,65 16,99 12,75 39,22

B Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Kec. Sukaresik B Keseluruhan

Gambar 11. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap rehabilitasi infrastruktur di Priangan Timur.

Kabupaten Ciamis juga merasakan bahwa
rehabilitasi infrastruktur sangatlah penting (nilai:
35,77%). Hal tersebut dikarenakan menurut petani,
pintu air untuk mengatur laju aliran air tidaklah
cukup Mereka berpendapat bahwa
setidaknya ditambah 2-3 pintu air baru agar dapat
mengaliri air dan tidak menahan air berhenti di
saluran air Kabupaten Ciamis. Yuwono (2001)
menjelaskan bahwa pintu air digunakan untuk

jumlahnya.

mengatur aliran air drainase dan sebagai pengatur lalu
lintas air. Kabupaten Tasikmalaya (Kec. Sukaresik)
menilai bahwa rehabilitasi infrastruktur tidak perlu
dilakukan secara masif karena sudah dilakukan.
Kenyataannya infrastruktur sudah cukup baik namun
perawatan dan penjagaan kualitas infrastruktur perlu
ditingkatkan lagi agar tetap sesuai dengan fungsinya,
seperti sampah yang menghambat laju aliran air
kendala oleh
infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut

menjadi utama

yang dihadapi

0,00 0,50 1,00 1,50

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

2,00

Ariyaningsih dan Ghozali (2020), banjir dapat
dipengaruhi oleh kegiatan seperti
pembuangan sampah di saluran air.

manusia

Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non-struktural, meliputi pengurangan
kemungkinan atau konsekuensi
modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam,

risiko melalui

tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang
dirancang (BNPB, 2017). Penelitian ini menggunakan
konsep dari Urbanus dkk. (2021) dan Triana dkk.
(2017) dimana mitigasi non struktural dapat dilihat
swadaya
evaluasi

berdasarkan pembentukan kelompok
melakukan pelatihan,

pemetaan wilayah banjir, analisis data banjir, selalu

masyarakat, dan

tersedianya sandang, pangan, dan papan ketika akan

terjadi banjir, dan tersedianya SOP penanggulangan
banjir.

2,50 3,00 3,50
B Kec. Lakbok W Kec. Padaherang

4,00

Keterangan: x < 2,469 (Sangat Rendah), 2,469 < x < 2,892 (Rendah), 2,892 < x < 3,314 (Sedang), 3,314 < x < 3,737 (Tinggi), dan

x > 3,737 (Sangat Tinggi)
Gambar 12. Grafik tingkat mitigasi non struktural.
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Pada Gambar 12 disajikan bahwa terjadi
peningkatan nilai mitigasi non struktural dari hulu
sampai hilir. Kabupaten Tasikmalaya (Kec. Sukaresik)
yang berada di daerah hulu DAS Citanduy termasuk
dalam kategori Rendah (nilai: 2,68) dan terus
meningkat sampai pada Kabupaten Pangandaran
(Kec. Padaherang) yang berada di daerah hilir DAS
Citanduy dengan nilai 3,65 yang termasuk ke dalam
kategori tinggi. Pada Tabel 2 juga disajikan bagaimana
tingkatan mitigasi non struktural. Sesuai dengan
penelitian  Savitri (2016) yang
menyatakan bahwa dampak yang lebih buruk akibat

dan Pramono

banjir akan terjadi di bagian hilir karena adanya
akumulasi dari pemasok banjir di bagian hulu. Hal
tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dampak
akibat sebuah bencana, mitigasipun perlu lebih
ditingkatkan.

Gambar 13 menunjukkan bahwa mitigasi non
struktural menurut petani padi sawah di Priangan
Timur berada pada kategori sedang (30,72%) dan
sangat tinggi (33,01%). Mitigasi non struktural
menurut persepsi petani di Kabupaten Tasikmalaya

Tingkat Mitigasi Rumah Tangga ...

(Kec. Sukaresik) mayoritas merasa bahwa masih
sangat rendah (48,98%). Menurut petani di
Kabupaten Pangandaran, mitigasi non struktural
sangatlah penting karena mereka menyadari akan
bahaya yang mengancam. Mereka menganggap
bahwa dengan meningkatkan kapasitas diri dan
kebijakan pemerintah dapat membantu mereka untuk
meningkatkan bentuk mitigasinya.

Tabel 2. Tingkat mitigasi non struktural tiap wilayah
penelitian

Mitigasi Non Struktural

Wilayah Nilai Kriteria
Kec. Sukaresik 2,68 Rendah
Kec. Lakbok 3,42 Tinggi
Kec. Padaherang 3,65 Tinggi
Keseluruhan 3,40 Tinggi

Keterangan: x < 2,469 (Sangat Rendah), 2,469 < x < 2,892 (Rendah),
2,892 < x < 3,314 (Sedang), 3,314 < x < 3,737 (Tinggi),
dan x > 3,737 (Sangat Tinggi)

60,00
Q 50,00
8 40,00
g 30,00
& 20,00 I I I
& 10,00 I I
angat .. angat
Rendah Sed T
Rendah enda edang et Tinggi
W Kec. Lakbok 2,44 4,07 4797 18,70 26,83
B Kec. Padaherang 0,00 14,18 20,90 14,93 50,00
Kec. Sukaresik 48,98 22,45 14,29 12,24 2,04
B Keseluruhan 8,82 11,44 30,72 16,01 33,01

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 13. Tingkat mitigasi non struktural menurut persepsi petani padi sawah terdampak banjir di Priangan

Timur.

Bentuk mitigasi non struktural

yang
dipersepsikan petani lebih penting atau bermanfaat
yaitu membuat SOP penanggulangan banjir (nilai:
3,74). Hal tersebut terjadi karena banjir yang terus
datang meningkatkan keingintahuan akan apa yang
harus mereka lakukan. SOP tersebut akan
menjelaskan bagaimana cara mengurangi risiko banjir
di lingkungan mereka dan khususnya pada lahan padi
Kabupaten Tasikmalaya (Kec.
Sukaresik) dan Kabupaten Ciamis (Kec. Lakbok) juga
cenderung SOP
penanggulangan banjir (nilai: 3,13 dan 3,89).

sawah mereka.

memilih  untuk  membuat

Kabupaten Pangandaran (Kec. Padaherang)
lebih cenderung memilih bentuk pelatihan sebagai
pilihan dalam mitigasi non struktural (nilai: 3,86).
Petani Kabupaten Pangandaran menganggap bahwa
dengan meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan
akan membuat diri mereka lebih siap dalam
menghadapi banjir. Pelatihan tersebut juga diiringi
oleh bentuk mitigasi non struktural lainnya seperti
yang tersaji pada Gambar.14.
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Membuat SOP Penanggulangan Banjir

Tersedianya Sandang, Pangan, Papan

Analisis Data Banjir

Evaluasi dan Pemetaan Kawasan

Pelatihan

Membentuk Kelompok Swadaya
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

M Sukaresik W Padaherang M Lakbok M Keseluruhan

Gambar 14. Bentuk mitigasi non struktural yang digunakan di lokasi penelitian.

Membentuk Kelompok Swadaya

Kelompok swadaya merupakan bagian dari
Lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya memiliki
orientasi tertentu. Dalam hal ini, orientasi tersebut
adalah untuk mengurangi risiko bencana yang
dikhawatirkan terjadi. Kelompok tersebut menjadi
wadah petani untuk melakukan berbagai bentuk
mitigasi. dan
Tasikmalaya menilai bahwa kelompok swadaya
mereka kurang berjalan secara maksimal (Gambar 15).

Kabupaten  Ciamis Kabupaten

60,00
@ 50,00
8 40,00
g 30,00
a 20,00
~ 10,00
0,00 S
angat
Rendah Rendah
W Kec. Lakbok 43,09 16,26
B Kec. Padaherang 23,88 1,49
W Kec. Sukaresik 53,06 22,45
B Keseluruhan 36,27 10,78

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Hal tersebut terjadi karena kurangnya kegiatan yang
melibatkan kelompok untuk melakukan bentuk
mitigasi dan kebencanaan. Sementara itu, di
Kabupaten Pangandaran, kelompok swadaya mereka
dinilai memiliki manfaatnya (52,24%). Kelompok
swadaya di Kabupaten Pangandaran cenderung lebih
aktif karena mereka menginginkan keterlibatkan
dalam melakukan mitigasi bencana.

Sedang Tinggi i?gg;
12,20 1,63 26,83
16,42 5,97 52,24
14,29 6,12 4,08
14,38 4,25 34,31

M Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 15. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap membentuk kelompok swadaya di Priangan

Timur.
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Dalam kajian Gwaka dan Dubihlela (2020)
dinyatakan bahwa kelompok swadaya atau komunitas
masyarakat dibutuhkan untuk mewadahi ide dan
aspirasi masyarakat dalam menganalisis mitigasi
bencana. Keterlibatan masyarakat dalam menganalisi
mitagasi ini dapat memengaruhi meluasnya akses baik
itu terhadap teknologi ataupun motivasi sehingga
dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
menghadapi kerentanan yang ada.

Pelatihan
Pelatihan merupakan proses belajar mengajar
dengan menggunakan teknik dan metode tertentu
secara konsepsional (Siahaan & Simatupang, 2015).
Pelatihan ditujukan meningkatkan
keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau
sekelompok orang. Pelatihan dalan konteks mitigasi
bentuk
kemampuan

untuk

peningkatan
dalam

ditujukan  sebagaimana
dan

meminimalisir dampak banjir yang akan datang baik

keterampilan petani

dalam bentuk budidaya pada lahan sawah maupun
dalam daerah sungai dan lingkungannya.

60,00
3 50,
s 40,00
g 30,00
% 20,00
o 10,00
A~ 0,00 S
angat
Rendah Rendah
W Kec. Lakbok 1,63 17,07
B Kec. Padaherang 1,49 20,90
Kec. Sukaresik 51,02 40,82
W Keseluruhan 9,48 22,55

B Kec. Lakbok M Kec. Padaherang
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Mayoritas petani di Kecamatan Sukaresik
(Kabupaten Tasimalaya) menilai bahwa pelatihan
untuk mitigasi banjir jarang dilakukan sehingga
cenderung sangat rendah (51,02%) (Gambar 16).
Pelatihan mengenai budidaya dan bencana banjir
jarang dilakukan di wilayah tersebut menurut
persepsi petani. Balai Penyuluhan Pertanian Kec.
Sukaresik pun menginginkan adanya partisipasi aktif
dari petani untuk mengikuti pelatihan, namun
mereka menggunakan sistem by order dalam artian
menunggu petani yang mengajukan pelatihan
tertentu. Mayoritas petani di Kabupaten Ciamis dan
Pangandaran menilai bahwa pelatihan dirasa penting.
Mayoritas petani di Kabupaten Ciamis menginginkan
adanya pelatihan (52,03%). Mereka sadar bahwa
adanya dapat
mengetahui teknik baru dalam berbudidaya sehingga

dengan pelatihan  setidaknya
pada akhirnya tercapai turunnya risiko banjir yang
melanda lahan sawah mereka. Pengalaman dalam
bekerja, dan pelatihan terkait bahaya
merupakan salah satu faktor kerentanan sosial yang

paling dominan sehingga perlu dilakukan untuk

risiko

meningkatkan kapasitasdalam mengurangi risiko
bencana (Liu & Li, 2016).

Sedang Tinggi ?;Egg
9,76 52,03 19,51
9,70 21,64 46,27
0,00 4,08 4,08
8,17 31,05 28,76

Kec. Sukaresik B Keseluruhan

Gambar 16. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap pelatihan di Priangan Timur.

Evaluasi dan Pemetaan

Sitiatava (2013)
sebagai bentuk proses menggambarkan, memperoleh,

mendefinisikan evaluasi
dan menyajikan informasi yang berguna untuk
merumuskan suatu alternatif keputusan. Sementara
itu,
kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa
letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi,
pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk
yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang
memilki ciri khas khusus dalam penggunaan skala

pemetaan merupakan pengelompokkan suatu

yang tepat (Munir, 2012). Evaluasi dan pemetaan
dalam konteks mitigasi diartikan sebagai melakukan
pemetaan kawasan banjir, penyebab terjadinya banjir,
dan letak sawah yang terdampak banjir dari hasil
evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut persepsi petani di Kabupaten
Tasikmalaya, mayoritas menilai bahwa evaluasi dan
pemetaan sangat rendah (48,98%) (Gambar 17). Hal
tersebut karena di Kabupaten Tasikmalaya belum
diadakannya pemetaan Kawasan bagi petani.
Meskipun mereka mengetahui apa saja penyebab yang
menyebabkan banjir, namun tanpa adanya evaluasi

395



Jurnal Agrikultura 2023, 34 (3): 383-400
ISSN 0853-2885

dan pemetaan tidak akan terselesaikan masalah
tersebut, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Ciamis
dan kabupaten Pangandaran, mayoritas petani
menilai bahwa evaluasi dan pemetaan kawasan rawan
banjir sangatlah penting. Kecamatan Padaherang
sudah memiliki peta kawasan rawan banjir dengan
harapan mereka mengetahui bagaimana langkah
selanjutnya setelah pemetaan kawasan tersebut.

Sejalan dengan penelitian Peng et al (2020) bahwa

70,00
o 60,00
2 50,00
b= 40,00
2 30,00
E 20,00
10,00
0,00 -Si . —
angat
Rendah Rendah

M Kec. Lakbok 7,32 0,00

B Kec. Padaherang 0,75 2,24

Kec. Sukaresik 48 98 6,12

W Keseluruhan 11,11 1,96

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

Tingkat Mitigasi Rumah Tangga ...

kesadaran petani terhadap pencegahan risiko seperti
peningkatan indeks evaluasi dan pembangunan perlu
ditingkatkan. Hal ini juga akan berdampak pada aspek
ekonomi masyarakat dalam kondisi bencana (Peng et
al, 2022). Evaluasi dan pemetaan ini akan berguna
untuk mengefektifkan waktu dalam membuat
perencanaan penanggulangan bencana berdasarkan
setiap karakteristik wilayah sehingga penanganan
akan tepat sasaran.

Sedang Tinggi "Srizg
26,83 20,33 45,53
20,15 12,69 64,18
28,57 6,12 10,20
24,18 14,71 48,04

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 17. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap evaluasi dan pemetaan di Priangan Timur.

Analisis Data Banjir

Analisis data banjir dimaksudkan sebagai
melihat pola banjir dari tahun ke tahun. Analisis data
banjir dibutuhkan sebagai gambaran banjir pada
tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat
mengetahui pola banjir dan dapat mengantisipasinya.
Analisis data banjir di Kabupaten Tasikmalaya

menurut persepsi petani mayoritas berada di titik

70,00
° 60,00
2 50,00
a 40,00
§ 30,00
3 20,00
- 10,00
0,00 ;
angat
Rendah Rendah

W Kec. Lakbok 488 14,63

M Kec. Padaherang 4,48 13,43

Kec. Sukaresik 63,27 10,20

W Keseluruhan 14,05 13,40

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang

sangat rendah (63,27%) (Gambar 18). Hal tersebut
terjadi karena kondisi banjir di daerah tersebut tidak
memiliki pola yang sama. Banjir di Kabupaten
Tasikmalaya hanya terjadi sekitar 1-2 hari saja. Pola
banjir di Kabupaten Ciamis
Pangandaran lebih mudah untuk dilihat. Banjir yang
terjadi selama kurang lebih 3 bulan dan berada di

dan Kabupaten

musim tanam tertentu menyebabkan mereka sudah
paham akan banjir yang akan datang selanjutnya.

Sedang Tinggi iﬁgg
8,94 23,58 47,97
4,48 14,93 62,69
6,12 8,16 12,24
6,54 17,32 48,69

Kec. Sukaresik MW Keseluruhan

Gambar 18. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap analisis data banjir di Priangan Timur.
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Tersedianya Sandang, Pangan, dan Papan

Sandang, pangan, dan papan merupakan tiga
hal dasar kebutuhan manusia untuk bertahan hidup
menurut teori Maslow. Persiapan sandang, pangan,
dan papan di Priangan Timur untuk menghadapi
banjir tidak terlalu signifikan. Hal tersebut terjadi
karena banjir hanya melanda lahan sawahnya dan

60,00
50,00
% 40,00
g 30,00
& 20,00
10,00
0,00
;Z;lﬁz; Rendah
B Kec. Lakbok 19,51 45,53
B Kec. Padaherang 25,37 17,16
Kec. Sukaresik 53,06 34,69
B Keseluruhan 27,45 31,37

M Kec. Lakbok M Kec. Padaherang
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tidak berdampak pada sandang dan papan. Kabupaten
Ciamis dan Kabupaten Pangandaran memilih untuk
mengkonsumsi sebagian hasil panen dari lahannya
sehingga kebutuhan pangan mereka tercukupi,
sedangkan untuk Kabupaten Tasikmalaya, kebutuhan
pangan dilakukan dengan membeli bahan pangan
ketimbang mengkonsumsi dari hasil panen mereka.

Sedang Tinggi ?;Eg;
7,32 13,82 13,82
9,70 20,90 26,87
10,20 0,00 2,04
8,82 14,71 17,65

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 19. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap tersedianya sandang, pangan dan papan di

Priangan Timur.

Sebagian besar petani memiliki cadangan
makanan untuk persiapan hingga panen berikutnya.
Hal ini menjadi bentuk mitigasi jika banjir terjadi
secara tiba-tiba sehingga tidak ada hasil panen. Kajian
Ao er al (2022) menyatakan bahwa pilihan petani
untuk merespon bencana adalah menggunakan
tabungan sebelumnya. Jika beberapa penelitian
sebelumnya meneliti bahwa strategi untuk persiapan
menghadapi banjir adalah dengan menabung uang,
petani di priangan timur dan pangandaran lebih
memilih untuk menabung cadangan pangan.
Meskipun menurut beberapa informan petani
terkadang cadangan pangan dijual terlebih dahulu jika
membutuhkan tambahan pendapatan yang mendesak
atau habis untuk syukuran.

Membuat SOP Penanggulangan Banjir

Standard Operating Procedure (SOP) pada
dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-
prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu
lingkungan yang digunakan untuk memastikan suatu
tindakan tertentu (Tambunan, 2013).

Penanggulangan banjir perlu dibuat SOP agar petani
dan masyarakat di wilayah tersebut dapat mengetahui
rangkaian apa saja yang harus dilakukan ketika banjir
melanda. Mayoritas petani di Priangan Timur menilai
bahwa SOP penanggulangan banjir
merupakan hal yang (61,11%)
(Gambar 20). Hal tersebut dikarenakan petani akan

membuat
sangat penting

merasa tenang ketika mengetahui apa saja yang harus
dilakukan saat banjir melanda lahan sawahnya.

Keterampilan dan sikap petani dalam membuat
SOP penanggulangan banjir sangat dibutuhkan
karena pengetahuan dan pengalaman petani saat
menghadapi banjir merupakan modal yang dapat
dijadikan bahan analisa untuk menerapkan SOP
penanggulangan banjir di masa yang akan datang. Jika
sikap petani cenderung acuh, maka bentuk mitigasi
dalam pembuatan SOP penanggulangan bencana
banjir ini tidak akan maksimal. Hal ini sejalan dengan
kajian yang dilakukan oleh Hafiz et a/, (2022) bahwa
perilaku petani sangat penting untuk manajemen
risiko khususnya dalam bidang pertanian.
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Sedang Tinggi rsszgg
29,27 1,63 66,67
11,94 4,48 69,40
24,49 6,12 24,49
20,92 3,59 61,11

Kec. Sukaresik W Keseluruhan

Gambar 20. Persepsi petani padi sawah terdampak banjir terhadap SOP penanggulangan banjir di Priangan

Timur.
SIMPULAN

Tingkat mitigasi rumah tangga di Priangan
Timur dan Pangandaran termasuk kategori Sedang
(3,29). Terkait dengan lokasi di DAS Citanduy
menunjukkan bahwa semakin hilir tingkat mitigasi
semakin tinggi. ini
dianalisis ke dalam bentuk mitagsi struktural dan non
struktural. Mitigasi non stuktural (3,04) dipersepsikan
petani lebih penting dan lebih bermanfaat dari pada
mitigasi struktural (3,16). Bentuk mitigasi struktural
di perlu

ditingkatkan lagi. Berbagai pihak terkait mulai dari

Mitigasi dalam penelitian

Priangan Timur dan Pangandaran
kelompok petani sampai pemangku kebijakan harus
terlibat dalam penerapan mitigasi struktural di
Priangan Timur dan Pangandaran. Bentuk mitigasi
struktural yang pertama harus dilakukan adalah
pencegahan sungai dan saluran air dari sedimentasi,
selanjutnya diberi infrastruktur penunjang seperti
pintu air agar aliran air pada sungai dapat diatur

dengan baik.
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